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Siti Nirah Ariesty (B111 11 166) “ Tinjauan Yuridis TerhadapTindak 
Pidana Penggelapan Dana Asuransi’ (Studi Kasus Putusan Nomor 
08/PID.B/2014/PN.MRS). Dibimbingoleh H.M Said Karim sebagai 
Pembimbing I dan Abd.Asis sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama 
penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dana 
asuransi dan yang kedua untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh 
majelis hakim dalam penjatuhan hukuman dalam putusan No. 
08/PID.B/2014/PN.MRS. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros, dengan metode 
penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field 
research). Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara hakim 
sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan 
perundang-undangan, dokumen, serta pendapat para ahli yang berhubungan 
dengan pembahasan penulisan ini. 
Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum 
pidana kasus tindak pidana penggelapan Asuransi dalam putusan perkara 
nomor 08/PID.B/2014/PN.MRS berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang 
terbukti dipersidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah 
memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama jaksa penuntut umum 
yaitu Pasal 374 KUHPidana, Pasal tersebut memenuhi syarat dari perbuatan 
yang dilakukan terdakwa disebabkan karna jabatan selaku agen asuransi (2) 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam perkara putusan Nomor 08/PID.B/2014/PN.MRS telah sesuai 
dengan berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti 
baik berupa keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa petunjuk 
serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Namun, hukuman yang 
dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari 
ancaman maksimal pidanya yaitu 5 (lima) tahun penjara dimana dalam hal ini 
penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek 
jera bagi pelakunya sendiri tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang 
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A. Latar Belakang 
  Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka1. Pernyataan tersebut secara tegas 
tercantum dalam penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 
1945). Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi 
untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi 
warga negaranya. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan 
petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. 
Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, yang mengikat 
masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Konskuensi dari itu 
semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh 
warga Indonesia. Setiap tindakan warga negara di atur oleh hukum, bahkan 
hal yang sangat privat atau pribadi sekalipun, hukum memegang peran yang 
cukup besar dalam mengaturnya. 
Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan 
dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang 
melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang 
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(selanjutnya disingkat uu) telah memberikan perlindungan hukum atas 
kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Salah satu perlindungan hukum 
yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan 
menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan 
terpeliharanya ketertiban umum. 
Berbagai macam kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, 
salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu penggelapan. 
Sebagaimana menurut Adami Chazawi2 mengemukakan bahwa “Kejahatan 
terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan 
hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak)”. 
Kejahatan ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 372-376 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang merupakan 
kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang 
bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat. 
Menurut Clairen3 mengemukakan bahwa : 
inti tindak pidana penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, 
selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang 
di percayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Waktu dan tempat 
terjadinya tindak pidana penggelapan ialah waktu dan tempatnya 
dilaksankannya kehendak yang sudah nyata. 
 
Pelaku tindak pidana penggelapan secara luas di dominasi oleh unsur-
unsur penyalahgunaan kepercayaan terhadap orang lain, dan kepercayaan 
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tersebut hilang karena lemahnya kejujuran. Oleh karena itu, tindak pidana 
penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, 
mental, kejujuran, dan kepercayaan manusia sebagai individu, seperti halnya 
kasus penggelapan. 
Perkembangan teknologi yang sangat pesat dengan diikuti semakin 
bervariasi cara dan jenis-jenis tindak pidana penggelapan khususnya tindak 
pidana penggelapan dana asuransi. Kebutuhan akan jasa persuransian 
makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha Indonesia. 
Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, 
baik dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula 
dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi risiko yang 
mungkin dapat berkesinambungan usahanya. 
Disamping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga 
keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan 
risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan 
premi.  
Praktek pertanggungan asuransi adalah merupakan perjanjian dengan 
unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung. Penanggung 
percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan 
baik dan benar. Dilain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi 





oleh karena itu agen sebagai penghubung, dalam hal ini bertugas 
memasarkan produk asuransi dan layanan di dalamnya atau memberikan 
data yang selengkapnya kepada nasabah mengenai perusahaan agar 
nasabah tertarik dan menyatakan persetujuan untuk menjadi tertanggung 
dalam usaha tersebut. 
Namun yang terjadi dibidang usaha asuransi jiwa dimana antara 
nasabah yang diageni, oleh agen perusahaan yang bergerak dalam bidang 
asuransi jiwa melakukan penggelapan uang nasabah akibatnya menimbulkan 
kerugian antara kedua belah pihak, dari pihak pertama yang dirugikan adalah 
nasabah dan pihak kedua adalah perusahaan dimana agen tersebut 
bertugas. Pada perusahaan asuransi jiwa dimana tugas agen memasarkan 
produk asuransi dan menerima uang premi nasabah untuk disetorkan pada 
perusahaan asuransi tersebut. Sesuai dengan perjanjian kontrak keagenan 
agen dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan yang dapat 
berakibat merugikan perusahaan itu sendiri namun kenyataan demikian agen 
melanggar perjanjian kontrak keagenan dengan melakukan tindak pidana 
menggelapkan pembayaran premi nasabah. 
Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi jiwa dalam mencari 
nasabah melibatkan agen yang bertindak selaku agen pemasaran atau 
tenaga pemasaran dalam memberi jasa konsultasi bagi calon tertanggung, 





asuransi dan menerima uang premi nasabah. Agen dalam merekrut nasabah 
harus memberikan data yang sebaik-baiknya dari perusahaan, sebaliknya 
demikian agen pula dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan 
atau hal-hal  yang dapat merugikan perusahaan, sebagaimana yang diatur 
dalam perjanjian kontrak keagenan dalam perusahaan asuransi tersebut.  
Asuransi sebagai salah satu cara mengalihkan risiko kerugian yang 
mungkin timbul baik itu terhadap jiwa maupun terhadap harta bendanya, 
secara hukum merupakan perjanjian yang bersifat umum dengan demikian, 
perjanjian asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen 
polis yang menjamin kerugian yang mungkin timbul, namun kiranya perlu 
dicermati sejauh mana risiko mulai dijamin atau apa yang tidak dijamin, 
bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bila terlibat 
bagaimana dengan hak dan kewajibannya, dan disisi lain bagaimana dengan 
kewajiban pihak tertanggung dan haknya jika terjadi musibah akan 
mendapatkan penggantian klaim asuransi.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji permasalahan ini 
dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan 
Dana Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 08/PID.B/2014/PN.MRS)”. 
B. Rumusan Masalah 






1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak 
pidana penggelapan dana asuransi ? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim oleh majelis hakim dalam penjatuhan 
hukuman dalam putusan No.08/PID.B/2014/PN.MRS ? 
C. Tujuan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis dapat mengemukakan 
tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kasus tindak 
pidana penggelapan dana asuransi 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman 
terhadap dalam kasus putusan No.08/PID.B/2014/PN.MRS 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembagunan 
pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang mapan, serta 
menjadi masukan dan pedoman bagi aparat penegak hukum 









A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam memberikan pembahasan mengenai definisi apa yang 
dimaksud dengan tindak pidana, penulis akan mencoba memberikan 
penguraian serta pemahaman awal tentang apa sebenarnya yang di maksud 
dengan tindak pidana itu sendiri, dari berbagai sumber yang dapat dijadikan 
pegangan dalam pembahasan ini. 
Strafbaarfeit merupakan istilah asli bahasa Belanda walaupun tidak 
ada terjemahan resmi strafbaarfeit. Terjemahan atas istilah strafbaarfeit ke 
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya 
tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 
perbuatan pidana, strafbaarfeit, dan sebagainya.4 
Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak 
pidana atau delik, berikut ini beberapa pandangan beberapa ahli hukum, 
sebagaimana antara lain sebagai berikut5: 
a. Pompe mengemukakan bahwa “Tindak pidana yaitu, tindakan yang 
menurut sesuatu rumusan undang-undang (selanjutnya disingkat uu) 
telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum” 
b. Vos mengemukakan bahwa“Tindak pidana yaitu, suatu kelakukan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan” 
                                                          
4
 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.2011, Hlm97 
5





c. R.Tresna mengemukakan mengenai tindak pidana bahwa, “ Peristiwa 
pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia 
yang bertentangan dengan uu atau peraturan perundang-undangan 
lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.” 
d. D.Simons mendefinisikan bahwa “ Tindak pidana adalah suatu 
tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang 
dinyatakan sebagai dapat dihukum.” 
 
Berdasarkan berbagai pengertian tindak pidana tersebut diatas, maka 
dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
melawan hukum yang mengakibatkan perbuatannya dapat di pidana. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, maka tindak pidana 
mempunyai unsur-unsur, sebagaimana menurut Jonkers dan Schravendijk 
mengemukakan bahwa6 : 
1. Kesalahan  
2. Bersifat melawan hukum 
3. Dipertanggungjawabkan 
4. Diancam dengan hukuman 
 
Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan 
dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.7 
a. Unsur objektif 
Unsur objektif menurut P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa “ 
unsur yang terdapat di luar sisi si pelaku tindak pidana. Jadi unsur objektif itu 
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adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana 
tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.  
Adapun unsur-unsur objektif sebagaimana menurut P.A.F Lamintang, 
sebagai berikut : 
1) Perbuatan atau kelakuan manusia 
Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), 
misalnya : membunuh (Pasal 338 KUHPidana) dan lain-lain. Ada pula 
perbuatan atau kelakuan manusia yang pasif (tidak berbuat sesuatu), 
misalnya tidak melapor kepada yang berwajib atau kepada yang 
terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, 
adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Pasal 164 dan 
Pasal 165 KUHPidana) 
2) Akibat yang menjadikan syarat mutlak dari delik 
Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang 
merumuskan secara materil, misalnya : pembunuhan (Pasal 335 
KUHPidana), penganiyaan (Pasal 351 KUHPidana) dan lain-lain. 
3) Unsur melawan hukum 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat 
melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas 
dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik 
dalam KUHPidana tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan 
hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan 
tegas seperti ; dengan melawan hukum merampas kemerdekaan 
(Pasal 333 KUHPidana), untuk memilikinya secara melawan hukum 
(Pasal 362 KUHPidana) dan lain-lain. 
4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana 
Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak 
pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti : 
penghasutan (Pasal 160 KUHPidana), melanggar kesusilaan (Pasal 
282 KUHPidana) dan lain-lain. Tindak pidana harus dilakukan di depan 
umum. Selain dari pada itu ada pula beberapa tindak pidana yang 
untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal 
subjektif, seperti: kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), 






Unsur-unsur tersebut diatas harus ada pada waktu perbuatan 
dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan „ yang menentukan 
sifat tindak pidana”. 
5) Unsur yang memberatkan pidana 
Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, 
yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya 
diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 
KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama 8 tahun, jika 
perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya 
diperberat menjadi paling lama 9 tahun, dan apabila mengakibatkan 
kematian ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling 
lama 12 tahun. 
6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana 
  Hal ini misalnya dengan suka rela masuk tentara negara asing yang 
diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia, 
pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 
KUHPidana) dan tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada 
orang yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan-
kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu 
jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHPidana). Unsur-unsur 
tambahan tersebut adalah jika terjadi pecah perang (Pasal 123 
KUHPidana) jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 
KUHPidana). 
 
b. Unsur subjektif 
Menurut P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa: 
unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. 
 
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 
3 bentuk, yakni8 : 
1) Kesengajaan sebagai maksud 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti 
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan 
terdiri atas 2 bentuk, yakni : 
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1) Tak berhati-hati 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa jenis-jenis tindak 
pidana dapat dibedakan, sebagai berikut9 : 
1) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam 
buku III 
2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
(formeel delict) dan tindak pidana materil(materiel delict). 
3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus delict) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpus 
delict) 
4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 
commissionis) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak 
pidana omisi (delicta omissionis) 
5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 
terus. 
6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum 
dan tindak pidana khusus. 
7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa 
saja), dan tindak piadana propria ( dapat dilakukan hanya oleh orang 
memiliki kualitas pribadi tertentu) 
8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak 
pidana aduan (klacht delicten) 
9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang 
diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang 
diperingan (gepriviligieerde delicten) 
10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap 
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harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama 
baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya. 
11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan 
tindak pidana berangkai (samengestelde delicten). 
 
B. Penggelapan 
1. Pengertian Penggelapan 
Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana 
yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi 
adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui 
makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan 
berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi 
tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan, sebagaimana menurut Pasal 
372 KUHPidana yang berbunyi : 
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan diancam 
karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
 
P.A.F Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak 
pidana penggelapan bahwa10: 
Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih 
tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau 
“penyalahgunaan kepercayaan‟. Karena dengan penyebutan tersebut 
maka akan lebih memudahkan  bagi setiap orang untuk mengetahui 
perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam 
ketentuan tersebut. 
 
                                                          
10





Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal telaah pengertian tentang 
penggelapan, bahwa11 : 
Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena 
tindak pidana, tetapi karena perbuatan yang sah, misalnya kerana 
penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian 
orang yang lebih dipercaya untuk menyimpan dan sebagainya itu 
menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, 
maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan. 
 
Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai 
penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang mengemukakan 
sebagai berikut 12: 
Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara 
harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan 
secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang 
sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi terang atau gelap. Lebih 
mendekati pengertian bahwa petindak penyalahgunaan haknya sebagai 
yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh 
melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk 
menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan. 
 
Akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata 
“penggelapan”. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan 
pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHPidana. Hanya saja 
pada`pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku 
dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya 
barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. 









Pengertian arti penggelapan sebagaimana menurut C.S.T. Kansil 
bahwa13  “Penggelapan : barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang 
seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya 
bukan karena kejahatan ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana”. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan 
Unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut : 
a. Unsur-unsur objektif, yang meliputi 
1. Unsur mengakui sebagai milik sendiri  
Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa “Perbuatan memiliki 
adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik 
benda itu14.” 
Dengan pengertian di atas di jelaskan bahwa pelaku dengan 
melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam 
kekuasaanya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik 
melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak 
pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan 
unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan 
pengertian yang sama. 
Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri 
(menguasai)”, Tongat mengemukakan bahwa15 : 
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Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur 
“subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut 
merupakan unsur “objektif”. Dalam hal ini tindak pidana pencurian, 
“menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal 
ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang 
dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus 
dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang 
itu benar-benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana 
penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan 
yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang 
dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” 
tersebut belum selesai. 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana 
penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan „menguasai” itu harus sudah 
terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai 
sendiri, ditukar, dan sebagainya.  
2. Unsur sesuatu barang 
Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam 
kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin 
dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak 
berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang 
yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. 
Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, 
menerangkan bahwa16: 
Pengertian barang yang berada dalam kekuasannya sebagai adanya 
suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang 
menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan 
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tehadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus 
melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-
benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi 
terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap. 
 
3. Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain 
Unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai 
oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain 
atau badan hukum.  
Lebih lanjut Adami Chazawi17 memberikan penegasannya bahwa : 
Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun tidak 
dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda 
milik suatu badan hukum, seperti milik Negara adalah berupa benda 
yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik 
orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat 
menjadi objek pengelapan atau pencurian. 
Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek 
penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau 
orang tertentu, melainkan siapa saja. 
4. Unsur  barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan. 
Yang di maksud dengan unsur “barang itu harus sudah ada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan” merupakan unsur pokok di dalam 
tindak pidana penggelapan. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan 
orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah 
misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. 
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Adami Chazawi menegaskan bahwa18 : 
Ciri khusus dalam kejahatan penggelapan ini jika dibandingkan dengan 
pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam 
kekuasaan petindak ini adalah tidak wajar seseorang untuk disebut 
sebagai mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam 
kekuasaannya sendiri. 
 
b. Unsur subjektif yaitu : 
1. Dengan Sengaja 
Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana 
penggelapan, Sebagaimana menurut Adami Chazawi19, mengklasifikasikan 
kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti : 
1)  Petindak mengetahui, sadar bahwa  perbuatan memiliki benda milik 
orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan 
yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan 
kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. 
2)  Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk 
melakukan perbuatan memiliki. 
3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan 
memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa 
benda itu milik orang lain sebagaian atau seluruhnya. 
4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada 
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kesengajaan yang 
harus ditujukan pada semua unsur yang dibelakangnya itu harus 
dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara 
orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus 
sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu 




                                                          
18
  Ibid, hlm 20 
19





3. Unsur secara melawan hukum 
 
Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang 
dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh 
sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. 
Adami Chazawi menjelaskan bahwa20 : 
Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam 
kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan 
hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, 
penggadaian, dan sebagainya. 
 
 Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan 
sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan 
hukum, maka orang tersebut  berarti melakukan “penggelapan”. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan 
Tindak pidana penggelapan dibagi atas beberapa jenis, yaitu  
a. Penggelapan biasa 
Penggelapan biasa atau penggelapan pada pokoknya yaitu, 
penggelapan yang ketentuannya diatur pada Pasal 372 KUHPidana yang 
berbunyi : 
Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu 
atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang 
ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan diancam karena 
penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah. 
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Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut di atas dapat dilihat 
bahwa unsur yang ada di dalamnya sebagai berikut21 : 
1) Unsur objektif : 
a) Barang siapa 
b) Menguasai secara melawan hukum 
c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan 
d) Benda berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan 
2) Unsur subjektif : 
a) Kesengajaan 
 
  Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, 
Adami Chazawi mengemukakan bahwa22 : 
Perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh 
orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan 
dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu 
diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam 
beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain 
hal karena alsan-alasan tertentu, misalnya keadilan. 
 
a. Penggelapan Ringan (geeprivilingeerde verduistering) 
Ketentuan tentang penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 
KUHPidana yang berbunyi : 
Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 373 KUHPidana, apabila yang 
digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima 
ribu rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara 
paling lama tiga bulan penjara atau pidana denda paling banyak dua 
ratus lima puluh ribu rupiah. 
 
  Berdasarkan rumusan Pasal 373 di atas, menurut Tongat 
mengemukakan bahwa23 : 
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Unsur-unsur tindak  pidana penggelapan ringan sama dengan unsur-
unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuknya yang pokok, hanya di 
dalam tindak pidana penggelapan haruslah dipenuhi unsur, yang 
digelapkan itu bukanlah ternak dan harga barang yang digelapkan tidak 
lebih dari dua puluh lima rupiah.  
 
 Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana 
di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu gepriviuligieerde verduistering 
yakni tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang meringankan. 
Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang 
diatur dalam Pasal 373 KUHPidana adalah, karena yang menjadi objek 
tindak pidana penggelapan tersebut24 
b. Penggelapan dengan pemberatan (geequalificeerde verduistering) 
   Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana 
dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, 
tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana 
penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur 
yang lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah 
yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. 
Rumusan Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut : 
1) Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana yang 
berbunyi : 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap 
barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian 
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atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun. 
 
  Bahwa unsur yang memberatkan dalam Pasal ini adalah unsur 
“hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi 
karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun tertulis. Dengan 
hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di 
institusi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang 
terjadi secara perorangan. 
Selanjutnya, Adami Chazawi menyatakan mengenai pemberatan ini25 : 
Ini juga termaksud melakukan tindak pidana dengan menggunakan 
jabatan sebagai alatnya karena kadang kala memiliki suatu waktu yang 
tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, 
apabila kesempatan ini disalah gunakan untuk melakukan tindak pidana 
itu maka dia dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari 
ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang 
dilakukannya tadi. 
 
2) Penggelapan dengan pemberatan Pasal 375 KUHPidana yang 
menyatakan :  
Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena dipaksa diberi barang 
untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengurus atau pelaksana 
surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang 
sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana 
penjara paling lama enam tahun. 
 
Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini 
adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena 
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kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang 
yang harus diurusnya. 
3) Penggelapan dalam keluarga 
Dalam kejahatan terhadap harta benda,pencurian,pengancaman,pemerasan, 
penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat 
menjadi26 : 
a. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun 
terhadap pelaku pembantunya (Pasal 367 ayat (1) KUHPidana) 
b. Tindak pidana aduan, tanpa ada pengaduan baik terhadap petindaknya 
maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 367 
ayat (2) KUHPidana) 
Berdasarkan  penjelasan di atas, maka penggelapan dalam keluarga 
merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang 
menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak 
kepolisian. 
5. Tindak Pidana Penggelapan Menurut uu Asuransi 
UU asuransi adalah uu administratif, yang didalamnya memuat norma-
norma yang sifatnya “mengatur” usaha perasuransian. Pertama, uu asuransi 
mengatur para pelaku usaha yang bergerak dibidang perasuransian untuk 
menaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 
Ketentuan pidana yang terdapat dalam uu asuransi ditujukan agar supaya 
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norma hukum administratif yang terdapat dalam uu tersebut ditaati oleh para 
pelaku usaha perasuransian. Hal ini dapat dipahami bahwa uu asuransi 
terutama diadakan untuk melindungi masyarakat dalam memanfaatkan jasa 
pelayanan usaha perasuransia, terutama dari kegiatan usaha perasuransian 
yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. 
Berdasarkan hal diatas, rumusan tindak pidana penggelapan premi 
pada dasarnya ditujukan terhadap “setiap orang yang mempunyai keterkaitan 
dalam usaha perasuransian”. 
Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 21 ayat (2) uu tentang asuransi tidak dapat dilepaskan dari 
rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 
372 KUHPidana atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dsalam Pasal 
378 KUHPidana. Hal ini dikarenakan dalam uu asuransi tidak menentukan 
lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti “menggelapkan” tersebut. 
Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelapkan” dalam 
undang-undang asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam 
KUHPidana. 
Pasal 21 ayat (2) uu tentang asuransi berbunyi :“Barangsiapa 
menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun 
dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)”. 





Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan, diancam 
karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. 
 
  Berdasarkan dua ketentuan tersebut bagian inti atau unsur-unsur 
tindak pidana penggelapan premi asuransi adalah : 
1) Dengan sengaja dan melawan hukum 
2) Memiliki premi asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan 
orang lain. 
3) Yang ada padanya bukan karena kejahatan. 
  Dalam tindak pidana penggelapan premi, “premi disini harus dipahami 
sebagai “sejumlah uang”. “premi” adalah sebutan uang jasa asuransi yang 
menjadi kewajiban tertanggung dan penanggung. Dengan demikian, 
terhadap “uang premi” yang sebenarnya kepunyaan orang lain, pelaku telah 
menggunakannya, mengalihkannya, memberikannya, menghilangkannya 
atau perbuatan apapun yang dengan itu dapat dinilai sebagai seolah-olah 
miliknya sendiri secara melawan hukum. 
  Pada dasarnya pembayaran dan penguasaan premi secara tegas 
telah diatur dalam UU Nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggara usaha 
perasuransian Pasal 22 berbunyi : 
1) Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada 






2) Dalam hal premi asuransi dibayarkan melalui perusahaan pialang 
asuransi, perusahaan asuransi wajib menyerahkan premi tersebut 
kepada perusahaan asuransi sebelum berakhirnya tenggang waktu 
pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang 
bersangkutan. 
3) Dalam hal penyerahan premi oleh perusahaan pialang asuransi 
dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), perusahaan pialang asuransi wajib bertanggungjawab 
atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam 
jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) sampai dengan diserahkannya premi keoada 
perusahaan asuransi”. 
  
  Permasalahan utama yang seringkali bersinggungan dengan aspek 
hukum pidana Pasal 372 atau Pasal 378 KUHPidana adalah bagaimana 
akibat hukumnya jika keterlambatan pembayaran premi tersebut tidak 
menjadi dasar bagi perusahaan. Asuransi untuk menolak pembayaran premi 
tersebut, atau dengan kata lain, perusahaan asuransi tersebut sedari awal 
seharusnya menolak (mengembalikan) pembayaran premi itu kepada 
perusahaan pialang asuransi atau kepada tertanggung karena telah melewati 
batas waktu yang ditetapkan. Sebaliknya yang sering kali terjadi adalah 
perusahaan asuransi tetap menerima pembayaran premi tersebut yang 
senyatanya telah melewati batas waktu yang ditetapkan. 
  Hal yang lebih menarik lagi adalah jika perusahaan asuransi menerima 
pembayaran premi yang telah melewati batas waktu yang ditetapkan, namun 
ketika perusahaan pialang asuransi yang mewakili tertanggung melakukan 
klaim kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi tersebut dengan 





pembayaran premi yang ditetapkan kemudian premi tersebut dikembalikan 
kepada perusahaan pialang asuransi atau kepada tertanggung. 
C. Asuransi 
1. Pengertian Asuransi 
Pengertian asuransi menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) : 
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung 
mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk 
memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, 
atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yag mungkin akan 
dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. 
 
 Menurut Pasal tersebut di atas, pertanggungan adalah suatu 
perjanjian dimana penaggung dengan menikmati suatu premi, mengikat 
dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian. Karena 
kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan 
dapat diderita akhirnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. 
Tetapi apabila ditinjau lebih lanjut secara redaksionil pasal 246 KUHD 
tersebut secara keseluruhan dan dalam pengertian umum hukum asuransi 
tidak tepat, melainkan hanya tepat untuk jenis asuransi kerugian saja, tidak 
untuk asuransi jiwa atau asuransi sejumlah uang. 
  Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 2 tahun 1992 tentang 
usaha perasuransian : 
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih 





dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian 
kepada tertanggung karena kerugian,kerusakan atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak 
ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu 
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran 
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 
dipertanggungkan. 
 
Rumusan pasal 1 angka (1) UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha 
perasuransian ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 
246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga 
asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan, 
yaitu “ untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas 
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Dengan 
demikian, objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga 
jiwa/raga manusia. 
2. Premi Asuransi 
Masalah premi asuransi menurut Pasal 246 KUHD yang berbunyi : 
“Dengan mana penanggung mengikatkan dari keada tertanggung dengan 
menerima premi”. 
Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa premi adalah 
salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama 
yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penangung. Dalam hubungan 
hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung 





premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidak-tidaknya asuransi 
tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dulu oleh tertanggung karena 
tertanggunglah pihak yang berkepentingan. Sebagai perjanjian timbal balik, 
asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah 
kewajiban dan hak kedua belah pihak. Akan tetapi, asuransi akan berjalan 
jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi.  
Premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjajian 
asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah : 
1. Dalam bentuk sejumlah uang 
2. Dibayar lebih dulu oleh tertanggung 
3. Sebagai imbalan pengalihan risiko 
4. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan. 
Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan 
analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh 
tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh 
penanggung. Dalam praktiknya penetapan besarnya jumlah premi itu 
diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan 
dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa, 
sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung 
berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang 





Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada 
perusahaan asuransi atau melalui perusahaan pialang asuransi untuk 
kepentingan tertanggung. Dalam hal premi asuransi dibayarkan melalui 
perusahaan pialang asuransi, perusahaan ini wajib menyerahkan premi 
tersebut kepada perusahaan asuransi sebelum berakhir tenggang waktu 
pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan. 
Dalam hal penyerahan premi oleh perusahaan pialang asuransi dilakukan 
setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut. Perusahaan pialang asuransi 
yang wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari 
kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu 
sampai diserahkannya premi kepada perusahaan asuransi (Pasal 22 
Peraturan Pemerintahan (seanjutnya disingkat PP) Nomor 73 tahun 1992) 
tentang penyelenggara usaha perasuransian. 
3. Pengertian Asuransi Jiwa 
Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang 
terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan Karena 
meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.27 
Dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi adalah sebagai berikut : 
1) Risiko kematian 
2) Hidup seseorang terlalu lama 
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Misalnya jaminan untuk keturunan, seorang bapak kalau dia 
meninggal dunia sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba, maka anak tidak 
akan terlantar dalam hidupnya. 
4. Polis Asuransi Jiwa 
1. Bentuk dan isi polis 
  Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus 
diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis. Menurut 
ketentuan Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat : 
a. Hari diadakan asuransi 
 Dalam polis harus dicantumkan hari dan tanggal diadakan asuransi. 
Hal ini penting untuk mengetahui kapan asuransi itu mulai berjalan dan 
dapat diketahui pula sejak hari dantanggal itu risiko menjadi beban 
penaggung 
b. Nama tertanggung 
 Dalam polis harus dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang 
wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila jangka 
waktu waktu berlakunya asuransi berakhir, tertanggung berhak 
menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dari 
penanggung. 
c. Nama orang yang jiwanya diasuransikan 
 Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia sebagai suatu 
kesatuan, jiwa seorang merupakan objek asuransi yang tidak 
berwujud, yang hanya dapat dikenal melalui wujud 
bandannya.Namanya harus dicantumkan dalam polis, dalam hal ini 
tertanggung dan orang yang jiwanya yang diasuransikan itu berlainan. 
d. Saat mulai dan berakhirnya evenemen 
 Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu 
berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu itu risiko menjadi beban 
penanggung, misalnya, mulai tanggal 1 januari 1990 sampai tanggal 1 
januari 2000. Apabila jangka waktu itu terjadi evenemen, maka 
penanggung berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung 







e. Jumlah asuransi 
Jumlah asuransi adalah sejumlah uang tertentu yang diperjanjikan 
pada saat diadakan asuransi sebagai jumlah santunan yang wajib 
dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal terjadi 
evenemen, atau pengembalian kepada tertanggung sendiri dalam hal 
berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen. 
f. Premi asuransi  
Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh 
tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, 
biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung.Besarnya jumlah 
premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh 
tertanggung pada saat diadakan asuransi. 
 
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan 
dalam membuat suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan haruslah 
memprhatikan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektifnya. Apabila 
unsur-unsur tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-
hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan 
dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai darifaktor hukum dan 
nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor 
hukum seperti pengulangan tindak pidana (residive), merupakan tindak 
pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa 
dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan. Pertimbangan-
pertimbangan hukum inilah yang akan dijadikan acuan terhadap putusan 
hakim nantinya apakah putusan tersebut terdapat hal-hal yang memberatkan 
terdakwa atau hal-hal yang meringankan terdakwa kesemuanya merupakan 





Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam 
perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan 
sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Meurut 
Alkostar, sebagai figur sentral para hakim memiliki kewajiban moral dan 
tanggung jawab profesional. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan 
keterampilan teknis, para hakim dalat memutus suatu perkara dapat 
memberikan pertimbangan hukum (legal reasoning) yang tepat dan benar. 28 
Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja 
dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan 
sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan 
memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan 
putusan. 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat 
(1) KUHPidana yang berbunyi : 
Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta 
alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi 
dasar penentuan kesalahan terdakwa. 
Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHPidana yang menyatakan 
bahwa : 
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Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan 
(Ovoldoende Gemotiveerd) tentang hal-hal yang dirasa adanya kejanggalan 
yang menyebabkan matinya akal sehat, putusan pengadilan yang tidak logis 
akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam,karena putusan 
pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah 
budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, melainkan lebih 
dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.29 
Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) 
Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern 
Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam 
penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :30 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; 
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan 
j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 










Menjadi seorang hakim merupakan tanggung jawab yang berat dan tugas 
yang tidak mudah karena tugas seorang hakim adalah memutus suatu 
perkara yang dapat menentukan apakah seorang terdakwa bersalah. Oleh 
karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara 
tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan karena menyangkut 
























Lokasi penelitian dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “ Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dana Asuransi”, maka penulis 
menetapkan lokasi penelitian di Kab.Maros, tepatnya di Pengadilan Negeri 
Maros. Sebagaimana tempat ini yang berwenang penuh dalam 
penanggulangan masalah yang diteliti. 
B.Jenis dan Sumber Data 
 Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari informasi-informasi 
yang di dapat dari majalah, Koran, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum, 
komentar-komentar atas putusan pengadilan dan beberapa sumber 
internet yang berkaitan dengan persoalan di atas. 
b.Data sekunder yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan 
perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 





catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim31 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni : 
1. Penelitian pustaka (library research). Pengumpulan data pustaka diperoleh 
dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa 
buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan 
wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak 
yang berkaitan langsung dengan penelitian ini 
D.Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul dan dianggap telah mencukupi, baik dari data 
primer maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Penggelapan dana Asuransi 
  Suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi korbannya dimana 
selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan membawa suatu akibat.Bagi 
pelaku tindak pidana penggelapan, penyebab dilakukannya suatu tindak 
pidana lebih kepada penyalahgunaan kepercayaan sebagaimana telah diatur 
dalam Pasal 372 KUHPidana, kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 374 
KUHPidana mengenai penggelapan, yaitu : “Penggelapan yang dilakukan 
oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada 
hubungan kerja atau karena mendapat upah uang, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun”. 
  Pembahasan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan dan 
menganalisis hukum pidana dalam penanganan tindak pidana penggelapan 
dana asuransi. 
1. Identitas Terdakwa 
 Nama Lengkap : MUH. HUSNI  A SPd BIN ARSYAT DJAFAR 
Tempat Lahir  : Bima 
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun 





Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : BTN Batara Blok A1 No. 10 Kabupaten Maros. 
Agama   : Islam 
Pekerjaan   : Ka. Unit Asuransi Bumi Putera Kabupaten Maros 
2. Posisi kasus 
  Posisi kasus dalam Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.Maros : 
Berawal ketika terdakwa Bumi Putra kab.Maros dimana pada hari Sabtu 
tanggal 7 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kepala Kantor Unit 
Bumi Putra Kab. Maros terdakwa menerima dana pembayaran premi dari 
Sumiati (Karyawan Unit Bumi Putra) yang disetorkan oleh H.Abdul Muis L 
melalui Sumiati sebesar Rp. 11.036.000,- ( sebelas juta tiga puluh enam ribu 
rupiah ). Pada hari kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita 
bertempat di kantor Unit Bumi Putra kepada terdakwa sebesar Rp. 
11.036.000,- ( sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah ). 
Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 
14.00 wita di kantor Unit Bumi Putra Kab. Maros, Astuty menyerahkan uang 
pembayaran premi asuransi Bumi Putra kepada terdakwa sebesar Rp. 
11.036.000,- ( sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada hari 
selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di kantor 
Unit Bumi Putra Kab.Maros, Astuty menyerahkan uang pembayaran premi 





tiga puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 
september 2012 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kantor Cabang 
Asuransi Bumi Putra Kab. Pangkep, Jermanto, SE Bin Lamenori 
menyerahkan dana klaim nasabah kepada terdakwa sebesar Rp. 9.069.550,- 
(Sembilan juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). 
Bahwa setelah terdakwa telah menerima uang pembayaran premi 
asuransi Bumi Putra tersebut yang keseluruhannya berjumlah 
Rp.29.244.551,- ( dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu 
lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) milik nasabah para asuransi Bumi 
Putra yang diserahkan oleh para nasabah kepada terdakwa untuk 
selanjutnya disetorkan ke Kantor Cabang Bumi Putra Kab.Pangkep, namun 
terdakwa tidak menyetorkan uang pemilik para nasabah asuransi Bumi Putra 
tersebut melainkan terdakwa tidak menyetorkan uang milik para nasabah 
asuransi Bumi Putra tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan biaya 
operasional terdakwa pada saat menjabat sebagai Kepala Unit Kantor 
Cabang Bumi Putra Kab.Maros. 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
PRIMAIR : 
  Bahwa ia terdakwa Muh. Husni, Spd Bin Arsyat Djafar pada pada hari 
sabtu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 wita sampai dengan hari 





tertentu dalam bulan Mei tahun 2011 sampai dengan bulan Januari tahun 
2013 bertempat di kantor unit Bumi Putra Jl.Azalea Blok C No. 10 
Kel.Pettuadae Kec.Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan atau 
setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hokum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk memeriksa dan 
mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hokum memiliki suatu 
barang yang seutuhnya atau sebagian adalah milik orang lain, barang itu ada 
dalam kekuasannya karena ada hubungannya dengan pekerjaan atau 
jabatan atau karena mendapat upah uang, yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal 
ketika terdakwa Bumi Putra kab. Maros dimana pada hari Sabtu tanggal 
7 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kepala Kantor Unit 
Bumi Putra Kab. Maros terdakwa menerima dana pembayaran premi dari 
Sumiati (Karyawan Unit Bumi Putra) yang disetorkan oleh H.Abdul Muis L 
melalui Sumiati sebesar Rp. 11.036.000,- ( sebelas juta tiga puluh enam 
ribu rupiah ). 
-  Kemudian pada hari kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 
wita bertempat di kantor Unit Bumi Putra kepada terdakwa sebesar Rp. 
11.036.000,- ( sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah ). 
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 
14.00 wita di kantor Unit Bumi Putra Kab. Maros, Astuty menyerahkan 
uang pembayaran premi asuransi Bumi Putra kepada terdakwa sebesar 
Rp. 11.036.000,- ( sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah). 
- Kemudian pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 
15.00 wita bertempat di kantor Unit Bumi Putra Kab.Maros, Astuty 
menyerahkan uang pembayaran premi asuransi Bumi Putra kepada 
terdakwa sebesar Rp.11.036.000,- (sebelas juta tiga puluh enam ribu 
rupiah). 
-    Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 september 2012 sekitar pukul 
14.00 wita bertempat di Kantor Cabang Asuransi Bumi Putra Kab. 





kepada terdakwa sebesar Rp. 9.069.550,- (Sembilan juta enam puluh 
Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). 
-   Bahwa setelah terdakwa telah menerima uang pembayaran premi 
asuransi Bumi Putra tersebut yang keseluruhannya berjumlah 
Rp.29.244.551,- ( dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh empat 
ribu lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) milik nasabah para asuransi 
Bumi Putra yang diserahkan oleh para nasabah kepada terdakwa untuk 
selanjutnya disetorkan ke Kantor Cabang Bumi Putra Kab.Pangkep, 
namun terdakwa tidak menyetorkan uang pemilik para nasabah asuransi 
Bumi Putra tersebut melainkan terdakwa tidak menyetorkan uang milik 
para nasabah asuransi Bumi Putra tersebut untuk kepentingan pribadi 
terdakwa dan biaya operasional terdakwa pada saat menjabat sebagai 
Kepala Unit Kantor Cabang Bumi Putra Kab.Maros. 
 
  Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 
SUBSIDAIR : 
  Bahwa ia terdakwa Muh. Husni, Spd Bin Arsyat Djafar pada waktu dan 
tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan primair tersebut diatas, 
dengan sengaja dan melawan hokum memiliki suatu barang yang seluruhnya 
atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi ada dalam dalam kekuasaannya 
bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara 
antara lain sebagai berikut : 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal 
ketika terdakwa Bumi Putra kab. Maros dimana pada hari Sabtu tanggal 
7 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kepala Kantor Unit 
Bumi Putra Kab. Maros terdakwa menerima dana pembayaran premi dari 
Sumiati (Karyawan Unit Bumi Putra) yang disetorkan oleh H.Abdul Muis L 
melalui Sumiati sebesar Rp. 11.036.000,- ( sebelas juta tiga puluh enam 
ribu rupiah ). 
- Kemudian pada hari kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 
wita bertempat di kantor Unit Bumi Putra kepada terdakwa sebesar Rp. 





- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 
14.00 wita di kantor Unit Bumi Putra Kab. Maros, Astuty menyerahkan 
uang pembayaran premi asuransi Bumi Putra kepada terdakwa sebesar 
Rp. 11.036.000,- ( sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah). 
- Kemudian pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 
15.00 wita bertempat di kantor Unit Bumi Putra Kab.Maros, Astuty 
menyerahkan uang pembayaran premi asuransi Bumi Putra kepada 
terdakwa sebesar Rp.11.036.000,- (sebelas juta tiga puluh enam ribu 
rupiah). 
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 september 2012 sekitar pukul 
14.00 wita bertempat di Kantor Cabang Asuransi Bumi Putra Kab. 
Pangkep, Jermanto, SE Bin Lamenori menyerahkan dana klaim nasabah 
kepada terdakwa sebesar Rp. 9.069.550,- (Sembilan juta enam puluh 
Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). 
- Bahwa setelah terdakwa telah menerima uang pembayaran premi 
asuransi Bumi Putra tersebut yang keseluruhannya berjumlah 
Rp.29.244.551,- ( dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh empat 
ribu lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) milik nasabah para asuransi 
Bumi Putra yang diserahkan oleh para nasabah kepada terdakwa untuk 
selanjutnya disetorkan ke Kantor Cabang Bumi Putra Kab.Pangkep, 
namun terdakwa tidak menyetorkan uang pemilik para nasabah asuransi 
Bumi Putra tersebut melainkan terdakwa tidak menyetorkan uang milik 
para nasabah asuransi Bumi Putra tersebut untuk kepentingan pribadi 
terdakwa dan biaya operasional terdakwa pada saat menjabat sebagai 
Kepala Unit Kantor Cabang Bumi Putra Kab.Maros. 
 
Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 372 KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 
4.Tuntutan Penuntut Umum 
  Jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Ketua 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki 
suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, 





diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 
ayat (1)  KUHPidana sesuai dakwaan penuntut umum pada dakwaan 
subsidair 
2. Menyatakan bahwa terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar 
bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki suatu barang yang 
seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, barang itu ada dalam 
kekuasaannya karena ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan” 
sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 374 
KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan penuntut 
umum pada dakwaan primair 
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat 
Djafar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa 
tetap ditahan. 
 
5. Amar Putusan 
 
  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Kamis tanggal 20 
Februari 2014 oleh hakim Dede Suryaman, SH.MH selaku Hakim Ketua, 
Cristina Endarwati,SH.MH dan Farid Hidayat Sopamena,SH.MH masing-
masing sebagai Hakim amggota telah menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar. Putusan tersebut dibacakan 
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut 
dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh Harmini 
sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dihadiri Dhevid 
setiawan,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa. 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar telah terbukti 






2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat 
Djafar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 
15 9lima belas) hari 
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan 
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggalo 7 Mei 
2011 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp. 11.036.000,- (sebelas 
juta tiga puluh enam ribu rupiah) 
- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 1 Maret 
2012 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp.11.036.000,- (sebelas 
juta tiga puluh enam ribu rupiah) 
- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 25 Mei 
2012 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp.1.536.306,- (satu juta 
lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) 
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran penerimaan uang tyertanggal 
11 September 2012 dengan nilai nominal Rp.9.069.550,- (Sembilan juta 
enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) 
- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 31 
Januari 2013 dengan nominal yang tertera sebesar Rp.1.536.306,- (satu 
juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah). 
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- 




Menurut Satochid Kartanegara, hukum pidana materil berisikan 
peraturan-peraturan tentang : 
1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman  
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur 





3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap dengan undang-
undang, atau juga disebut hukum penetentiair32 
Termasuk ke dalam hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan 
peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah 
merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yng 
dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan 
hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. 
Menurut penulis, surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum 
telah memenuhi syarat formal dan meteril surat dakwaan sebagaimana 
dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAPidana, yaitu harus memuat tanggal dan 
ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain 
itu juga harus memuat uraian secara cerman, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat 
tindak pidana itu dilakukan. 
Terdakwa dalam kasus ini dikenakan Pasal 374 Jo.Pasal 64 ayat (1) 
KUHPidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas 
sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan 
itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut : 
 
 
                                                          






1. Unsur barang siapa ; 
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dimana 
barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang 
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau 
karena mendapat upah untuk itu. 
Penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana pada 
perkara ini yakni Pasal 374 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah tepat dan 

















B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penjatuhan 
Hukuman dalam Putusan No. 08/PID.B/2014/PN.MRS 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk 
menetapkan status seorang terdakwa dalam persidangan.Pengambilan 
keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, abik itu 
pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan 
selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu 
sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus menelaah terlebih dahulu 
tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-
bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu 
mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi 
serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku.Selanjutnya memberikan 
suatu kesimpulan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya atau tidak. 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim 
dalam putusan Pengadilan Negeri Maros No.08/PID.B/2014/PN.MRS yaitu 








1. Pertimbangan Hakim 
Mengenai kasus yang penulis teliti ini, dalam Putusan Hakim dimana 
terdakwa Muh. Husni, Spd Bin Arsyat Djafar dinyatakan telah bersalah 
melakukan tindak pidana penggelapan dana asuransi. 
Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap 
tindak pidana penggelapan dana asuransi yang dilakukan oleh terdakwa 
Muh. Husni, Spd Bin Arsyat Djafar adalah sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa terdakwa dimuka siding telah didakwa melanggar 
Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; 
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan, 
mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi; 
Menimbang, bahwa dimuka sidang telah diperlihatkan barang bukti 
sebagaimana termuat dalam berita acara; 
Menimbang, bahwa dimuka siding telah didengar keterangan saksi-
saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita 
acara; 
Menimbang, bahwa dimuka sidang terdakwa memberikan keterangan 
sebagaimana termuat dalam berita acara; 
Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya menerangkan : 





2. Mohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga 
Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam 
repliknya secara lisan menerangkan tetap pada tuntutannya; 
Menimbang, bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa maka 
haruslah seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan tidak 
terdapat alas an pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat 
melawan hukumnya perbuatan terdakwa. 
Menimbang, bahwa bentuk dakwaan subsidair, maka terlebih dahulu 
dipertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja 
3. Dengan melawan hukum 
4. Mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya 
bukan karena kejahatan 
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan 
karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu 
6. Antara perbuatan meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran 







Ad.1. Barang siapa 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah 
subyek hukum yang mampu bertanggung jawab telah bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan 
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan jelas terdakwa 
dipersidangkan telah bersesuaian dengan identitas terdakwa dalamsurat 
dakwaaan dan majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa orang yang tidak 
cakap bertindak menurut hukum maka terrdakwa adalah subyek hukum yang 
mampu bertanggung jawab 
Menimbang, bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa 
makaharuslah seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan 
tidak terdapat alas an pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan 
sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sekarang unsur ini akan 
dipertimbangkan kemudian setelah unsur selebihnya dan di dakwakan ini 
telah terpenuhi. 
Ad.2.Dengan sengaja 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah 
mengetahui dan menghendaki tindak pidana yang dilakukannya 
Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Unit Operasi Asuransi 
Bumi Putera mengetahui akan kewajiban-kewajiban di kantor cabang bumi 





Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menerima premi dari nasabah 
dan tidak menyalurkan dana claim dan tidak mngganti kerugian akibat 
perbuatannya tersebut maka pada diri terdakwa terdapat adanya kehendak 
untuk kelakuan yang dilarang, sehingga unsur ini telah terpenuhi. 
Ad.3 Dengan melawan hukum 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum 
bertentangan dengan kewajiban hukum. 
Menimbang, bahwa salah satu kewajiban hukum terdakwa selaku 
kepala Unit Operasi Asuransi Bumi Putera adalah membayarkan premi 
nasabah kepada kantor cabang bumi putera cabang pangkep dan 
menyalurkan dana claim kepada nasabah, sehingga dengan tidak 
dilaksanakan kewajiban hukumnya tersebut terdakwa telah melakukan 
perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah 
terpenuhi. 
Ad.4. Unsur Mengakui sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan 
karena kejahatan. 
Menimbang, bahwa terdakwa selaku kepala unit operasi asuransi bumi 
putera yang berwenang menerima dana claim maupun dana premi maka 
dengan tidak menyetorkan dana premi dan menyalurkan dana claim sejumlah 





lima ratus lima puluh satu rupiah) tersebut dan menggunakan untuk 
kepentingan pribadi yang bukan miliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi. 
Ad.5. mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan 
karena kejahatan 
Menimbang, bahwa penerima premi dan telah menyetorkan dana 
claim tersebut dilakukan selalu kepala unit operasi asuransi bumi putera 
cabang Maros tersebut dalam kaitan dengan jabatannya, sehingga unsur ini 
telah terpenuhi. 
Ad.6. Unsur antara perbuatan meskipun masing-masing kejahatan atau 
pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sekarang harus dipandang 
sebagai satu perbuatan berlanjut 
Menimbang, bahwaperbuatan terdakaw dilakukan dalam kurun waktu 
2011/2013 dimana masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri yang 
dapat dituntut masing-masing.Sehingga unsur inipun telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa seluruh unsur dan pasal yang didakwakan telah 
terpenuhi maka haruslah terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 
Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dipidana, terlebih dahulu 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 





- perbuatan terdakwa merugikan kepercayaan umum pada perusahaan 
asuransi 
Hal-hal yang meringankan 
- terdakwa menyesal 
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 
 - terdakwa masih muda 
Menimbang bahwa terhadap barang bukti : 
- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggalo 7 Mei 
2011 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp. 11.036.000,- (sebelas 
juta tiga puluh enam ribu rupiah) 
- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 1 
Maret 2012 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp.11.036.000,- 
(sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah) 
- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 25 Mei 
2012 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp.1.536.306,- (satu juta 
lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) 
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran penerimaan uang tyertanggal 
11 September 2012 dengan nilai nominal Rp.9.069.550,- (Sembilan 





- 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 31 
Januari 2013 dengan nominal yang tertera sebesar Rp.1.536.306,- 
(satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah). 
2.Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang 
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, dan didalam putusan itu 
hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan 
dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan 
serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan 
yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, 
keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum 
pidana, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang 
perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta 
kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah menyakinkan apakah 
terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat 
dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
  Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam 
menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus 
dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses 
persidangan dalam hal ini bukti-bukti, ketarangan saksi, pembelaan 





akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, 
keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. 
Penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada 
terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal 
pidanya yaitu 5 (lima) tahun penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana 
oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang 
lain untuk tidak melakukan kejahatan. Selain itu tidak akan menimbulkan efek 
jera bagi pelakunya. Akan tetapi, hakim dalam pertimbangannya telah 
mempertimbangkan terdakwa sesuai dengan hal apa saja yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa. hal-hal yang meringankan antara 
lain : 
1. Terdakwa menyesali perbuatannya 
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 
3. Terdakwa masih muda 
Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan kepercayaan 
umum pada perusahaan asuransi.Hakim dalam pertimbangan juga 
memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, fakta persidangan, alat bukti 
yang ada, keyakinan hakim berdasarkan pertimbangan yuridis itu sendiri. 
Meskipun penulis menyadari, bahwa dengan sanksi yang tegas 
bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi dan memberantas 





kerja pribadi atau karena pekerjaannya tetapi diharapkan dengan tindakan 
yang konsejuen dan konsisten secara berkesibambungan dapat membuat 
orang berpikir berkali-kali jika ingin melakukannya, mengingat tindak pidana 
penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang 
sifatnya merugikan dan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum 























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan 
maka kesimpulannya antara lain : 
1. Penerapan hukum pidana kasus tindak pidana penggelapan 
Asuransi dalam putusan perkara nomor 
08/PID.B/2014/PN.MRS berdasarkan dengan fakta-fakta hukum 
yang terbukti dipersidangan, majelis hakim menyatakan bahwa 
terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan 
pertama jaksa penuntut umum yaitu Pasal 374 KUHPidana, 
Pasal tersebut memenuhi syarat dari perbuatan yang dilakukan 
terdakwa disebabkan karna jabatan selaku agen asuransi. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 
08/PID.B/2014/PN.MRS telah sesuai dengan berdasarkan pada 
analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa 
keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa petunjuk 
serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Namun, 
hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan 





tahun penjara, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh 
hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi 
pelakunya sendiri tidak akan menimbulkan rasa takut oleh 
orang lain untuk tidak melakukan kejahatan. Pemberian efek 
jera disini, dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi 
pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek prevensi 
generalyaitu masyarakat akan berusaha mentaati karena takut 
akan sanksi pidanya, disamping efek jera bagi terpidana agar 
tidak melakukan tindak pidana lagi. 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum 
di Indonesia agar setiap pelaku kejahatan khususnya tindak 
pidana penggelapan sekiranya ditindak dengan tegas dan 
dijatuhi hukuman yang berat agar para pelaku mendapatkan 
efek jera untuk tidak mengulang perbuatannya lagi. Pemberian 
sanksi yang berat dapat memberi pandangan buat masyarakat 
untuk lebih berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi 





2. Selain pemberian sanksi pidana yang tajam kepada pelaku, 
untuk menghindari terjadinya tindak pidana penggelapan 
khususnya penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja 
pribadi atau karena pekerjaan, antara lain dapat ditempuh 
dengan cara : 
- Keteladanan oleh atasan 
- Perbaikan penghasilan 
- Perbaikan system termasuk meningkatkan fungsi 
pengawasan yang lebih terstruktur, terkendali, efektif dan 
efisien dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap 
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